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PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran membuat paradigma
baru dalam kebijakan hukum tentang bisnis yang dikelola ne-
gara melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ten-
tang Badan Usaha Milik Negara. Penggiat antikorupsi ferhen-
tak dan geram dengan perubahan tersebut. Pasainya, Komisi
tidak lagi dapat menyentuh
penyelewengan uang negam yang selama ini disinyalir
banyak ditemukan di BUMN, mengingat organ dan pegawai
badan pengeloia BUMN, serta anggota direksi, komisarns dan
Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.
Menurut hukum perserocan, BUMN yang bentuknya
Perseroan Terbatas tunduk pada hukum privat yakni
Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perserocan

Pemberantasan Korupsi

Terbatas Jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Cipta Kerja. Dimana Persercan Terbatas (perseroan) seba-
gai badan hukum merupakan entitas tersendin sebagai per-

sonalitas yang ferpisah dengan pemiliknya (Negara).
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Analisis
Korupsi
di BUMN
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Segala perbualan persero-
an meanjadi tanggungjawab
perseroan bukan pemilik.
Apabila melakukan perbu-
atan yang merugikan pihak
lain, yang berdanggung jawab
adalah perseroan ilu sendiri.
Sebalknya apabia dalam
menjalankan bisnis meng-
alami kerugian maka itu risiko
persaroan. Asal perseroan
yang disalawangkan anggota
direksi, komisaris dan atau
dawan pengawas menjadi
keruglan perseroan bukan
negara sebagai pemilknya.
Dengan demikian menurul
hukum perseroan kerugian
parseroan bukan kerugian
negara.

Apakah perbuatan
melawan hukum yang di-
lakukan anggola direksi,
komisaris dan atau dewan
pengawas yang merugikan
keuangan perusahaan ne-
gara bukan sualu tindak pi-
dana korupsi? Dan apakah
KPK tidak dapat melakukan
penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan? Berdasarkan
hukum privat yakni Undang-
Undang Perseroan Terbatas
dan Undang-Undang BUMN,
maka tindakan lersebul fer-
masuk tindak pdana umum
yang diatur dalam Kiab
Undang-undang Hukum
Pidana, sebagai perbuatan
panggelapan uang perusaha-
an, yang ancamannya 4 (em-
pat)iahun penjara, dan kewe-
nangan penyealidikan,
panyidikannya dilakukan aleh
kepolisian, sedangkan pe-
nuntutan oleh Kejaksaan,
Namun demikian, manurut
hukum publik, Parama;
bardasarkan Pasal 1 angka 1
Jo Pasal 2 huruf g Undang-
undang Nomor 17 tahun
20023 tentang Keuangan
Negara, Aset Perseroan
merupakan keuangan ne-
gara. Oleh karena iu sualu
parbuatan  unfuk  mem-
perkaya diri sendiri atau
orang dengan melawan
hukum dan dapat menim-
bulkan kerugian negaradapat

dikualifikasi sabagai tindak pi-
dana korupsi sebagaimana
yang diatur dalam Undang-
Undang 30 tahun 2002 yang
diubah dengan Undang-un-
dang Nomar 18 fahun 2018.
Kedua, berdasarkan Penje-
lasan Pasal 2 angka 7
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penye-
lenggara Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme,
Panyelenggara Negama
melipuli “pejabat lan yang
memiliki fungsi strategis” yaiu
pejabal yang tugas dan
wewenangnya di dalam
melakukan penyalenggaraan
nagara rawan ferhadap prak-
ik korupsi, kalusi, dan nepo-
tisme, yang antara lain
meliputi; Diraksi, Komisaris,
dan pejabat strukiural lainnya
pada Badan Usaha Mik
Negara. Oleh karena iu,
berdasarkan hukum publik
Anggola Direksi, Komisars
dan Dewan Pengawas
Badan Usaha Mik Negama

adalah penyelenggara ne-
gara, sehingga apabia
melakukan penyelewengan
keuangan perseroan disebut
melakukan tindak pidana ko-
rupsi, dan karenanya KPK
mempunyal kewenangan un-
tuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan,
Adanya disharmonisasi
hukum privatdan hukum pu-
bik tersebut menimbulkan
permasalahan dalam meng-
atasi perbualan panyelewan-
gan assel Perusahaan ne-
gara,

Yang harus dilakukan,
terutama pengambi kebi-
jakan hukum, antara lan
adalah : Pertama; melakukan
harmonisasi hukum lterhadap
regulasi asetl Perusahaan
Negara. Dami kapentingan
negara seharusnya asel per-
usahaan negara merupakan
keuangan negara bukan milik
Parseroan an sich (UU
Keuangan Negara). Kedua;
melakukan hamonisasi
hukum terhadap Regulasi

mengenai anggola direksi,
komisarnis, dan pejabat struk-
tural BUMN.

Sebaknya anggota direksi,
komisans, dan pejabat struk-
tural BUMN termasuk penye-
lenggara negara  seba-
gamana dimaksud dalam UU
Penyelenggara Negara.
Katiga, langkah sirategis
yang dapal dilakukan masya-
rakal atau LSM adalah
melakukan Judicial Review
tarhadap pasal 3X dan 9G
UU No 1 tahun 2025.

Pada prinsipnya hakikat
hukum adalah pesan moral
dan pembentuk hukum. Da-
fam pembentukan hukum
apabia berbasis konstitusi
tanlu akan berpihak pada
keadilan dan kesejahteraan
masyarakat, namun seba-
liknya apabia tidak men-
dasarkan konstitusi maka
pasti tidak mencerminkan
keadilan.

(Penulis, Dekan Fakullas
Hukum Universitas
Janabadra Yogyakarta)



